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SURAT KEPUTUSAN 
 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

Nomor: W1.TUN5/174 /OT.01.2/ I /2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

TAHUN 2014 - 2016 
 

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 
 

Menimbang : a.  Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun 

perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2014 - 2016; 

  b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh Tahun 2014 - 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025; 

  2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2010 – 2014; 

  3. Peraturan Preseiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010 – 2025; 

  4.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 

  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 004/SEK/SWI 120LO Tentang 

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TENTANG 

RENCANA KINERJA   PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2014. 

PERTAMA : Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2014 - 2016 

sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;   

KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kinerja tersebut; 

                 

 

                    

 

 



KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki 

sebagaimana mestinya; 

 

 

                                                Ditetapkan di  : Banda Aceh 
                                     Pada Tanggal  : 06 Januari 2014 
 
                                               Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
                                                                Banda Aceh, 
 
 
 
                        
                                                HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP. 
                                                NIP. 19610227 198302 1 004 
 
 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 

 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 
 2. Arsip; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA KINERJA TAHUN 2014 
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat 

waktu, trasparan dan akuntabel 

1. Banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh   

    Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Banyaknya jumlah perkara yang mendapatkan layanan  

    Posbakum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh. 

3. Banyaknya Jumlah jadwal sidang dan putusan yang diapload  

    ke website oleh staf IT di Pengadilan Tata Usaha Negara    

    Banda Aceh. 

4. Adanya pelayanan meja informasi kepada Masyarakat 

5. Banyaknya jumlah minutasi berkas perkara yang telah  

    selesai  dikerjakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara  

   Banda Aceh. 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien 

dan akuntabel. 

1. adanya penyelesaian administrasi penerimaan perkara  

    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Adanya proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tata  

     Usaha Negara Banda Aceh. 

3. Adanya proses administrasi putusan perkara yang telah  

     dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

4. Adanya proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang telah   

dilakukan  oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

3. Adanya peningkatan  mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banda Aceh tahun 2013. 

 

1. Adanya pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan  

    barang/jasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara banda  

    Aceh. 

0 % 

4. Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan. 1.  Adanya penggunaan dana Belanja Pegawai (Pagu DIPA)  

     pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

     Negara Banda Aceh. 

2.  Adanya penggunaan dana Belanja Barang (Pagu DIPA)  

      pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

      Negara Banda Aceh. 

3.  Adanya penggunaan dana Belanja Modal (Pagu DIPA)  

      Pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

      

98,87 % 

 

 

98,65% 

 

 

98,68 % 

 



4.  Adanya  penggunaan dana Keuangan Perkara pada tahun  

     2014 pada Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh. 

74,92 

  

Banda Aceh, 06 Januari 2014 
KETUA, 

 
 
 

HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP. 
NIP. 19610227 198302 1 004 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA KINERJA TAHUN 2015 
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, 

tepat waktu, trasparan dan akuntabel 

1. Banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh   

    Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Banyaknya jumlah perkara yang mendapatkan layanan  

    Posbakum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh. 

3. Banyaknya Jumlah jadwal sidang dan putusan yang diapload  

    ke website oleh staf IT di Pengadilan Tata Usaha Negara    

    Banda Aceh. 

4. Adanya pelayanan meja informasi kepada Masyarakat 

5. Banyaknya jumlah minutasi berkas perkara yang telah  

    selesai  dikerjakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara  

   Banda Aceh. 

100 % 

 

95 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, 

efisien dan akuntabel. 

1. adanya penyelesaian administrasi penerimaan perkara  

    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Adanya proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tata  

     Usaha Negara Banda Aceh. 

3. Adanya proses administrasi putusan perkara yang telah  

     dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

4. Adanya proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang telah 

dilakukan    

    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

3. Adanya peningkatan  mutu SDM di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Banda Aceh tahun 2013. 

 

1. Adanya pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan  

    barang/jasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara banda  

    Aceh. 

25 % 

4. Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan. 1.  Adanya penggunaan dana Belanja Pegawai (Pagu DIPA)  

     pada tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

     Negara Banda Aceh. 

2.  Adanya penggunaan dana Belanja Barang (Pagu DIPA)  

      pada tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

      Negara Banda Aceh. 

3.  Adanya penggunaan dana Belanja Modal (Pagu DIPA)  

      Pada tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 



4.  Adanya  penggunaan dana Keuangan Perkara pada tahun  

     2015 pada Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh. 

100 % 

  
 

Banda Aceh, 06 Januari 2014 
KETUA, 

 
 
 

HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP. 
NIP. 19610227 198302 1 004 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA KINERJA TAHUN 2016 
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, 

tepat waktu, trasparan dan akuntabel 

1. Banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh   

    Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Banyaknya jumlah perkara yang mendapatkan layanan  

    Posbakum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh. 

3. Banyaknya Jumlah jadwal sidang dan putusan yang diapload  

    ke website oleh staf IT di Pengadilan Tata Usaha Negara    

    Banda Aceh. 

4. Adanya pelayanan meja informasi kepada Masyarakat 

5. Banyaknya jumlah minutasi berkas perkara yang telah  

    selesai  dikerjakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara  

   Banda Aceh. 

100 % 

 

95 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, 

efisien dan akuntabel. 

1. adanya penyelesaian administrasi penerimaan perkara  

    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

2. Adanya proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tata  

     Usaha Negara Banda Aceh. 

3. Adanya proses administrasi putusan perkara yang telah  

     dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

4. Adanya proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang telah 

dilakukan    

    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

3. Adanya peningkatan  mutu SDM di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Banda Aceh tahun 2013. 

 

1. Adanya pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan  

    barang/jasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara banda  

    Aceh. 

25 % 

4. Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan. 1.  Adanya penggunaan dana Belanja Pegawai (Pagu DIPA)  

     pada tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

     Negara Banda Aceh. 

2.  Adanya penggunaan dana Belanja Barang (Pagu DIPA)  

      pada tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha  

      Negara Banda Aceh. 

3.  Adanya penggunaan dana Belanja Modal (Pagu DIPA)  

      Pada tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 



4.  Adanya  penggunaan dana Keuangan Perkara pada tahun  

     2016 pada Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh. 

100 % 

  
 

Banda Aceh, 06 Januari 2014 
KETUA, 

 
 
 

HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP. 
NIP. 19610227 198302 1 004 


